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Pemerintah Kabupaten Balangan Evaluasi  

Capaian RPJMD Triwulan III Tahun 2020 

 

www.banjarmasin.tribunnews.com 

Sebagai upaya evaluasi terhadap capaian kinerja dan realisasi keuangan SKPD sampai 

triwulan ketiga, Pemkab Balangan menggelar Rakor evaluasi capaian RPJMD Triwulan III 

Tahun 2020. Rakor tersebut dipimpin langsung oleh Plt. Bupati Balangan Syaifullah yang 

didampingi oleh Staf Ahli Setda Balangan Sutikno, serta beberapa SKPD yang berhadir. 

 Kabid Perencanaan dan Pengendalian Makro Bappeda Balangan, Fakhrianto 

mengungkapkan, kegiatan hari ini adalah upaya evaluasi terhadap capaian kinerja dan 

realisasi keuangan SKPD sampai dengan triwulan ketiga. “Kita akan melihat apa kendala 

serta masalah di lapangan, dan akan kita cari solusi masalahnya untuk percepatan dalam 

realisasi di triwulan keempat. Sehingga apa yang kita rencanakan dan kita anggarkan ini 

benar-benar kita upayakan maksimal untuk bisa dilaksanakan 100%," ungkapnya. 

Dalam kesempatan ini, lanjutnya, ada enam SKPD dominan yang diundang, dalam 

artian memang berkaitan dengan kepentingan-kepentingan dan pembangunan di masyarakat. 

"Harapannya SKPD bisa memberikan data-data lebih valid sesuai dengan realisasi 

anggarannya dan juga bisa menyampaikan realisasi kinerjanya, jadi tidak hanya keungan tapi 

kinerja capainnya sudah menjadi target dari RPJMD itu sampai dimana dan juga lebih 

membuka salahnya dimana," ucap Fakhrianto. 

Lanjutnya, apabila ada masalah dalam realisasi, sehingga diperlukan upaya 

penanganan. Selain itu semua bagian yang terkait bisa saling mendukung. 
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Sumber Berita: 

https://banjarmasin.tribunnews.com, Pemkab Balangan Gelar Rakor Capaian RPJMD 

Triwulan III Tahun 2020, Kamis, 22 Oktober 2020. 

https://kalsel.prokal.com, Pemkab Balangan Evaluasi Capaian RPJMD Triwulan III, 

Selasa, 27 Oktober 2020. 

 

Catatan: 

 Pengaturan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 

mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Nasional.  

 

 Definisi Umum mengenai hal-hal terkait Perencanaan Pembangunan  

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 yang 

selanjutnya disebut sebagai RPJP Nasional adalah dokumen perencanaan 

pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 

sampai dengan tahun 2025. 

2. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 – 2025 yang selanjutnya 

disebut sebagai RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah 

untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 

2025. 

3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang selanjutnya disebut RPJM 

Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) 

tahunan, yaitu RPJM Nasional I Tahun 2005–2009, RPJM Nasional II Tahun 2010–

2014, RPJM Nasional III Tahun 2015–2019, dan RPJM Nasional IV Tahun 2020– 

2024. 

4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disebut RPJM 

Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk perioda 5 (lima) 

tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah 

dengan berpedoman pada RPJP Daerah serta memerhatikan RPJM Nasional. ( Pasal 1 

Nomer 4 UU Nomer 17 Tahun 2007 tentang “Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Nasional Tahun 2005-2025). 

RPJMD menekankan tentang pentingnya menterjemahkan secara arif tentang visi, 

misi dan agenda kepala daerah terpilih dalam tujuan, sasaran, startegi dan kebijakan 

pembangunan yang merespon kebutuhan dan aspirasi masyarakat serta kesepakatan 

tentang tolak ukur kinerja untuk mengukur keberhasilan pembangunan daerah dalam 

5 tahun ke depan. 
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5. Rencana Kerja Pembangunan Daerah 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan 

pembangunan daerah selama 1 tahun yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan 

konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunaan Rancangan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), yakni sebagai pedoman dalam 

penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon anggaran 

Sementara (PPAS). 

Musrenbang RKPD 

Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) RKPD adalah forum 

musyawarah antar pemangku kepentingan untuk membahas dan menyepakati 

langkah-langkah penanganan program kegiatan prioritas yang tercantum dalam daftar 

usulan rencana kegiatan pembangunan desa/kelurahan yang diintegrasikan dengan 

prioritas pembangunan daerah Kabupaten/Kota di wilayah Kecamatan. 

Tujuan yang pertama adalah membahas dan menyepakati usulan rencana kegiatan 

pembangunan dari para pemangku kepentingan yang menjadi kegiatan prioritas 

pembangunan di wilayah kecamatan yang bersangkutan. Kedua, membasa dan 

menyepakati kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang belum 

tercakup dalam prioritas kegiatan pembangunan desa. Ketiga, menyepakati 

pengelompokan kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan berdasarkan 

tugas dan fungsi OPD yang diklasifikasikan berdasarkan urusan. 

Untuk melakukan Musrenbang RKPD tentu harus disusun dulu RKPD-nya. Dimulai 

dari persiapan penyusunan RKPD yang kemudian dihasilkan output berupa 

Rancangan Awal RKPD. Rancangan Awal RKPD ini diverifikasi hingga menjadi 

Rancangan RKPD. Rancangan RKPD inilah yang dibahas di Musrenbang RKPD 

yang kemudian jadi Rancangan Akhir yang digunakan untuk penyusunan KUA 

(Kebijakan Umum APBD) dan PPAS (Plafon Prioritas Anggaran Sementara). Untuk 

lebih jelas mengenai tahapan tersebut dapat dilihat pada gambar berikut. 
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(sumber: https://bappedalitbang.bogorkab.go.id/topik/apa-itu-musrenbang-rkpd/) 

 


